
 

ABSTRAK 

 

Agnis Fitria Rahmat : Pemenuhan Hak Pejalan Kaki di Kabupaten 

Sumedang dihubungkan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

 

 Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan 

fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. 

Kemudian pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa penyediaan fasilias 

pendukung diselenggarakan oleh Pemerintah untuk jalan nasional, Pemerintah 

provinsi untuk jalan provinsi, Pemerintah kabupaten untuk jalan kabupaten dan 

jalan desa, Pemerintah kota untuk jalan kota, dan badan usaha jalan tol untuk jalan 

tol. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui apa 

saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan pemenuhan hak pejalan kaki di 

Kabupaten Sumedang, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan Pemerintah 

terhadap pemenuhan hak pejalan kaki di Kabupaten Sumedang sesuai dengan 

Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta 

pelaksanaan Pasal 45 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan di lapangan bahwa aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, 

dengan pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini 

adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan 

memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dengan 

data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun dalam pengumpulan data, penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data antara lain, studi dokumen, 

penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilah menjadi satuan yang dapat dikelola. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak pejalan kaki di 

Kabupaten Sumedang belum terpenuhi secara optimal, karena penegakan Pasal 45 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan yang belum dilaksanakan, Pemerintah dalam hal ini yaitu Satker 

Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional telah berupaya memenuhi hak 

pejalan kaki dengan menyediakan beberapa fasilitas pejalan kaki, Pemerintah 

Daerah Kabupaten Sumedang ikut membantu dalam penyediaan fasilitas trotoar di 

salah satu jalan nasional di wilayah administratif Kabupaten Sumedang, akan 

tetapi upaya tersebut masih perlu ditingkatkan. 
 


